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Pfoyek Diarahkan Kepada Pengusaha Tertentu

Dari Hal 1

Dimintanya Kejari Bangkep
untuk segera mengambil lang-
kah untuk bersikap, menurut
Asisten intelejen agar persoa-
lan tersebut segera mendapat
titik terangnya. Jika Kejari Bang-
kep dinilai tidak mampu kasus
ini akan diambil alih Kejaksaan
Tinggi untuk ditindaklanjuti.
Sementara adanya tudingan
dari anggota DPR Bangkep,
yang menduga bahwa instan-
si penegak hukum membiar-
kan persoalan tersebut dan ti-
dak bertindak, dibantah oleh
Asintel Kejati Sulteng. Bahwa

hal tersebut tidaklah benar.
Diberitakan sebelumnya, ad-
anyadugaan proyek diarahkan
kepada sejumlah pengusaha
tertentu, kalangan DPRD se-
tempat mulai angkat bicara.
Kepada media ini, Wakil Ket-
ua DPRD Kabupaten Bang-
gai Kepulauan Hindra Husain
mengatakan, tidak ada gunan-
yaproses tender dilakukan un-
tuk sejumlah paket yang ada
di Kabupaten Bangkep. Kare-
na, meski ditangani Unit Lay-
anan Pengadaan (ULP) barang
dan jasa kabupaten Bangkep,
namun ujung-ujungnya di-
arahkan oleh pemimpin dae-
rah. “Percuma ditender, apa

yangmauditenderkalauujung-
ujungnya juga paket-paket itu
diarahkan pimpinan daerah
Bangkep (bupati,red),” jelas
Hindra saat ditemui di gedung
DPRD Bangkep, Kamis (1/8).
Masalah itu lanjut Hindra
Husain, sudah bukan raha-
sia umum lagi di Kabupaten
Bangkep. Sebab, masalah bu-
rukitujugapernah terjadidita-
hun 2012. “Kontraktor itu juga
masyarakat, mereka menge-
luh paketyang harusnya mere-
kamenangkan, digantidengan
kontraktor dariorangnyapimp-
inandaerah, meskipunperusa-
haannya tidakmemenubhi per-
syaratan,” bebernya.

Naifnya lagi, tambah Hin-
dra Husain, penegak hukum
dalam hal ini kejaksaan dan
Polres Bangkep, tidak bisa
berbuat banyak. “Sudah bo-
san kita bicara di media, mer-
eka (penegak hukum) tidak
tanggapi juga, bahkan media
ini hanya dijadikan alat un-
tuk membarter masalah. Ka-
lausudah dapatuangataupa-
ket proyek, masalah jadi sele-
sai,” jelasnya.

Seharusnya menurut Hin-
dra, informasi yang diberi-
kanmedia, harusnyadijadikan
acuan bagi aparat penegak hu-
kum dalam memberantas tin-
dak pidana korupsi.(awl)
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Usut Dugaan Pungutan Uang
Kontraktor oleh Bupati Bangkep

PALU - Praktik pengambilan uang mili-
aran rupiah sejumlah kontraktor yang di-
duga dilakukan Bupati Bangkep Drs Lania
Laosabesertakakitangannya, kinimenjadi
perhatian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Ten-
gah.KajatimemerintahkanKajariBangkep
untuksegeramenelitidanmenelaahperso-
alan yang sedang hangat dan berkembang
di Bangkep saat ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Asisten
Intelejen Kejati Sulteng, Toto Sucasto
SH, menegaskan sebelumnya dari Kejati
Sulteng belum mengetahui persoalan ini.
Kalaupun dugaan pungutan liar (Pung-
1i) tersebut telah berkembang di Bangkep
menurut Asintel seharusnya sudah disika-
pi oleh Kejari di Bangkep.

“Kami memang belum ada menerima
laporan ini. Tapi dengan mencuatnya di
media pak Kajati memerintahkan agar
segeradisikapi. Karenasekecilapapunlapo-
ran masyarakat meskipun penyampaian-
nya melalui media harus disikapi,”tegas
Asintel, ditemui Rabu (14/8).

Terkait dugaan tersebut kepada Radar
Sulteng Asintel menyampaikan, telah ada
ketegasan Kajati Sulteng untuk segera me-
nyikapidugaanpungliyangdilakukan oleh
pejabat di Bangkep dengan iming-iming

memberikan proyek. Kejati segera me-
nindaklanjuti dan memerintahkaf Kejari
Bangkep untuk segera meneliti sekaligus
menelaah dugaan tersebut.

“Karena ini indikasinya ada perbua-
tan pungli seorang pejabat disini. Dengan
demikian kami akan segera meminta Ke-
jari Bangkep untuk turun meneliti dugaan
ini,"jelasnya.

LebihlanjutAsintel mengatakan, jika dari
hasil penelitian dan telaah ditemukan ada
indikasi korupsi, diperintahkan kepada
Kajari Bangkep untuk menindaklanjuti
sampai tuntas. Melihat pemberitaan
media sebelumnya terkaitadanya keluhan
sejumlah kontraktor yang dipungut
sejumlah uang dengan janji proyek
dipastikan hal tersebut mengarah
pada tindakan pungli oleh pejabat
yang dikategorikan sebagai korupsi.
Sebagaimana diatur dalam pasal 12
undang-undang tindak pidana korupsi.

Demikian dengan kasus yang diduga di-
mainkan oleh Bupati Lania tersebut akan
diteliti, guna memastikan apakah masuk
dalam tindak pidana korupsi atau tidak se-
bagaimanadimaksudpasal 12undang-un-
dang tindak pidana korupsi.

“Bagi yang merasa dirugikan kami juga
berharap bisa proaktif untuk menyampai-
kan kepada kami sebagai data pendukung
pembuktian dugaan tersebut,”harapnya.
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